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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penclitian lapangan di Pengadilan Agama Mojokerto
mengenai  “Studi Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto No.
1191/Pdt.G/2003 tentang Isbat Nikah”. Yang bertujuan untuk menjawab
permasalahan yaitu mengapa Pengadilan Agama Mojokerto mengabulkan
permohonan isbat nikah sementara Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam
yang dijadikan dasarnya tidak mengatur perkara isbat nikah yang dimaksud? dan
implikasi hukum dikabulkannya permochonan isbat nikah di Pengadilan Agama
Mojokerto?.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemohon I dan termohon adalah suami
istri yang sah dan dikaruniai beberapa anak, hingga sekarang perkawinannya masih
dalam keadaan harmonis dan rukun bahagia, beberapa tahun kemudian Pemohon I
dan Pemohon II menikah sirri atas ijin dari Termohon, dalam perkawinannya juga
dikaruniai seorang anak (istri pertama). Demi mendapatkan kepastian hukum, maka
pemohon 1 dan II ingin memperoleh akta nikah dan juga membutuhkan akta
kelahiran sebagai syarat memasuki sekolah.

Bahwa isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama mewilayahi tempat
tinggal mereka, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II terjadi poligami yang
mana pemohon I sudah mempunyai istri, maka hakim dalam memutuskan perkata
tersebut senantiasa berdasarkan pada hukum syar’i dan juga sesuai dengan hukum
positif.
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BABI
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Islam meyakini bahwa perkawinan itu sangat penting di dalam kchidupan
pribadi, kekeluargaan maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku bagi tiap-tiap makhluk-
Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang kesemuanya
itu merupakan kchendak-Nya dan memiliki rasa saling tertarik yang pada
akhirnya menuju pada suatu ikatan emosional untuk hidup bersama.

Pernikahan akan berperan sctelah masing-masing pasangan siap
melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan hidupnya dan
pernikahan diharapkan dapat dijadikan jembatan yang dapat mengantarkan
manusia menuju kehidupan yang selalu mengharapkan Ridha Allah SWT. Dan
manusia“diharapkan tidak seperti makhiuk lainnyd yang hidup bebas‘mengikuti
nalurinya dan berhubungan antara lawan jenisnya secara energik atau tanpa
aturan apapun yang mengikatnya sama sekali. Sesuai dengan Firman-Nya
Surat
Ar-Rum Ayat 21:
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Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
bierar terdapat tandestandasbagi kaum yang berfikic)

Dari ayat di alas, mempunyai arti bahwa perkawinan itu merupakan
kekuasaan dan rahmat Allah, perkawinan dianjurkan bagi semua manusia tanpa
membedakan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin dan
perkawinan itu merupakan dorongan yang ditakdirkan sebagai watak alami

2
manusia.

Perkawinan merupakan bentuk dari jalan yang aman, untuk memelihara
dan menjaga kaum wanita dan kaum laki-laki dari berbagai bentuk perbuatan
yang dilarang olch agama, oleh karena itu secara luas pernikahan dalam Islam
mempunyai arti, yakni :

1. Alat untuk memenuhi kebutuhan emosional dan seksual secara sah.

2. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.

'l;.‘

Suatumekanisme untuk mempengaruhi ketegangan:

4. Termanifestasinya fungsi dalam bentuk keluarga.

5. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.

6. Secbagai alternatif menuju tagwa (bentuk ibadah) yakni, pengabdian kepada

Allah SWT. dengan mengikuti sunnah Rasululiah.

' Departemen Agama RI, AL-Qur'an Terjamal, b. 324
 Ridhwi, Sayyid Muhammad, (Penterjamah Ilasyim Muhammad), Perkawinan dan Scks
Dalam Islam, h. 29
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Kctentuan Undang-Undang yang mengatur perkawinan di Indonesia,
diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang mewajibkan bahwa
perkawinan it wharus dicatatkan' di’ Kantor Urdlsan' Agama“dimana 'ia bertempat
tinggal, sebagaimana Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal (2) yaitu:

(1). Pecrkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu.

(2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.’

Berdasarkan pasal tersebut diatas dapat dipahami bahwa, dalam suatu
perkawinan itu harus dilaksanakan dengan sah menurut agama dan
kepercayaannya masing-masing dan juga harus sah menurut hukum negara yang
berlaku artinya, perkawinan itu harus sesuai dengan prosedur dan keabsahan
yang telah diatur oleh syari’at dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan kata lain perkawinan itu sah menurut agama dan mempunyai kekuatan
hukum secara perdata dengan bukti adanya kutipan akta nikah, yang merupakan
salah satu bentuk bukti yang autentik yang sangat penting bagi suami istri,
anak-anak yang nantinya akan dilahirkan, harta benda yang diperoleh sclama

dalam perkawinan, scrta mengenai harta warisan.

? Undang-Undang No. | Tahun 1974, h. 8



Dalam Kompilasi Hukum Islam adanya suatu perkawinan itu lebih
menckankan pada aspek pembuktian, scbagaimana terdapat dalam pasal 7 ayat
{1y dan“(2) yaitu"

(1). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh
Pegawai Pencatat Nikah.

(2). Dalam hal pcrkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat
diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Ag,ama.4

Isbat nikah merupakan penetapan ulang terhadap keabsahan nikah
sescorang yang berkenaan dengan hilang atau musnahnya akta nikah yang
dimékan usia atau kealpaan dari Pencatat Nikah. Dalam masalah ini diperlukan
pengesahan nikah yang dikarenakan kebutuhan yang sangat penting misalnya,
untuk perkara perceraian, memperoleh akta kelahiran anak, keperluan pensiun
dan lain-lain.

Ketentuan ini sesuai dengan peraturan Menteri agama No. 3 tahun 1975
pasal 39 sebagai berikut :

(1). Apabila kutipan akta nikah, kutipan buku pendafiaran, kutipan buku
pendafiaran cerai dan kutipan buku pendafiaran rujuk hilang atau rusak
padahal dipcrlukan. Maka orang yang bersangkutan dapat minta duplikat

surat-surat ini kepada kantor yang dahulu mengeluarkannya.

* Inpres No. 1 Tahun 1991, h. 20



(2). Untuk dapat mendapatkan duplikat surat itu tidak dipungut biaya kecuali
ada kctentuan lain.

(3)." "Duplikai surai‘surat ity dibubuhi naterai menurat perat aran yang berlaku.

(4). Jika kantor yang dahulu mengeluarkan surat-surat itu tidak bisa membuat
duplikatnya disebabkan catatannya telah rusak atau hilang atau karena
scbab lain maka untuk menetapkan adanya perkawinan, talak atau rujuk
harus dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan Agama.5

Pada dasarnya suatu perkawinan di Indonesia itu berasaskan
monogami, artinya bahwa secorang pria itu hanya boleh mempunyai scorang istri
begitu juga scbaliknya seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang

suami, scbagaimana yang terdapat dalam UU. No. 1 tahun 1974 pasal 3 ayat (1)

yaitu ;

(1). pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh
mempunyai scorang istri, scorang wanita hanya boleh mempunyai seorang
suami.

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa seorang pria mempunyai
beberapa istri meskipun hal semacam itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang

bersangkutan dcngan persyaratan dan nantinya pengadilan yang

5 Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, h. 205-206



memutuskannya.® Kctentuan ini scsuai dengan UU. No. 1 tahun 1974 pasal 3

(2) dan pasal 4 (1) dan (2) scbagai berikut:

Pasal 3 (2) Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk
beristri lcbih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang
bersangkutan.

Pasal 4 (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang,
scbagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang
ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan
di dacrah tempat tinggalnya.

(2). Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya
memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari
scorang apabila :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

b, . lstri, mendapat catat badan atay penyakit/yang tidak dapat
disembuhkan.

c. Istritidak dapat melahirkan keturunan.’

Banyak faktor yang menyebabkan ma.syarakat melakukan nikah sirri,

karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur pernikahan secara benar atau

merasa bahwa prosedur perkawinan itu terlalu rumit atau juga dikarenakan

masyarakat melakukan poligami tanpa sepengctahuan istri pecrtama mereka. Hal

® Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqghiyah. h. 11
" Undang-Undang Perkawinan No. ] Tahun 1974, h. 8-9



terscbut  juga discbabkan karcna masyarakat scndiri yang mcnganggap
perkawinan itu sudah sah jika mcmenuhi syarat dan rukunnya saja dengan
mengabaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah
perkawinan.

Sebagaimana kasus yang diungkapkan penulis ini, bahwa perkawinan
antara pemohon I dan termohon adalah suami istri yang sah secara hukum,
antara keduanya dikaruniai beberapa anak dan sehingga saat ini masih dalam
keadaan harmonis dan bahagia. Setelah selang beberapa tahun ada pihak ketiga
disebut Pemohon I yang menikah sirri dengan Pemohon II atas persetujuan
termohon, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II juga dikarumiai
anak. Baru terasa setelah anaknya mulai masuk bangku sekolah, bahwa pada
perkawinan yang dilakukan di bawah tangan itu tidak mempunyai kekuatan
hukum yang pasti, yang pada akhirnya iapun minta kcpada suaminya untuk
disahkan menjadi istrinya dan mempunyai kekuaten hukum bagi anaknya.

Isbat nikah itu memang merupakan suatu jalan keluar yang diberikan
oleh pemerintah namun kesempatan hanya diberikan pada perkawinan yang
sesuai dengan ketentuan UU. No. 1 tahun 1974 dan juga harus scsuai dengan
pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang
berkenaan dengan :

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perecraian



b. Hilangnya akta nikah

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

d. Adanya pcrkawinan yang terjadi scbelum berlakunya Undang-Undang No. 1
tahun 1974

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Scmentara di masyarakat sudah ada ketentuan seperti pasal tersebut,
akan tetapi nikah sirri masih dilaksanakan walaupun dari mereka sudah
mengetahui. Dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa, isbat nikah
dapat diajukan dan dikabulkan bila perkawinan tersebut tidak bertentangan
dengan UU. No. | tahun 1974. hal ini yang menjadi alasan bagi penulis untuk

membahas lebih lanjut dalam karya ilmiah.

B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah di atas muncul bé‘berapa permasalahan
yang perlu dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa Pengadilan Agama Mojokerto mengabulkan Isbat Nikah
sementara UU. No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang
dijadikan dasarnya tidak mengatur perkara isbat nikah dimaksud ?

2. Apakah implikasi dari Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No.

1191/Pdt.G /2003 yang mengabulkan isbat nikah terscbut. 2



C.

Kajian Pustaka

Masalah perkawinan khususnya isbat nikah, sudah banyak yang
mcmbahasnya terutama para ilmuwan dan para ahli hukum, hanya saja dari
mereka tidak ada yang membahasnya secara khusus mengenai keabsahan dan
pembatalan isbat nikah itu sendiri. Sehingga tidak bisa terfokus pada salah satu
topik, tetapi menyeluruh mengenai perkawinan hanya saja mungkin dilihat dari
segi hukum atau figihnya, yang nantinya akan dibahas sekilas tentang isbat
nikah yang dikabulkan, mengenai “Study Analisis terhadap putusan Pengadilan
Agama Mojokerto No. 1191/Pdt.(G/2003 tentang Isbat Nikah’.

Dalam skripsi tahun 2001 yang ditulis oleh L. Qodri Shiddiq yang
berjudul “Proses pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Sumencp”, ini
berkaitan dengan adanya faktor-faktor penetapan isbat nikah karena adanya
kelalaian petugas pencatat nikah/ pctugas KUA/ Modin, perkawinan di bawah
tangan; dan perkawinanc yangidiserahkan kepadanKepaladDesaidenganl tanpa
dicatatkan di Pengadilan Agama setempat ®

Skripsi pada tahun 2003 oleh Siti Fatimah dengan judul “Isbat nikah
terhadap nikah sirri pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahuﬁ 1974 (studi
kasus di Pengadilan Agama Gresik)” tema ini berangkat dari pecmahaman
penulis tentang perkawinan yang dilihat dari figh sentris, dalam perkawinannya

hanya memenuhi syarat dan rukunnya saja, tanpa diikuti dengan pencatatan

2001

* L. Qodri Shiddiq, “Proscs Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sumenep’, AS,



D.

perkawinannya sckaligus. Schingga pcrkawinan sirri yang banyak dilakukan
oleh masyarakat sctclah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya
permohonan tidak dapat dikabulkan, menyikapi kondisi semacam ini, maka
penulis mencari solusi agar perkawinannya itu mempunyai perlindungan
hukum, dengan dikabulkannya permohonan tersebut dan melihat beberapa
faktor kemudian PPN di suruh mencatatnya yang akhirnya perkawinan tersebut
mendapat kepastian hukum.’

Adapun judul penulis adalah studi analisis terhadap putusan Pengadilan
Agama Mojokerto No. 1191/pdt.(G/2003 tentang isbat nikah yang membahas
tentang implikasi Pengadilan Agama Mojokerto mengabulkan permohonan
isbat nikah dan mengabulkan isbat nikah sementara UU No. 1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan dasarnya tidak mengatur perkara isbat
nikah dimaksud.

Disinilah;, penulis , menyimpulkan, tentang -adanva:.perbedaan ; skripsi
sebclumnya dan sckarang yang tentunya akan menghasilkan keterangan yang

berbeda pula.

Tujuan Penelitian
Scjalan dcngan pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah

diatas, maka tujuan penclitian yang dircncanakan adalah :

Y Siti Fatimah */sbat nikah terhadap nikah sirri pasca berlakunya Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 (Studi kasus di Pengadilan Agama Gresik)', AS tahun 2003
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1. Untuk mengctahui alasan Pengadilan Agama Mojokerto mengabulkan isbat
nikah sementara UU. No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang
dijadikan dasarnya tidak mengatur perkara isbat nikah dimaksud.

2. Untuk mengetahui implikasi dikabulkannya isbat nikah No. 1191/

Pdt.G/2003.

E. Kegunaan Hasil Penelitian
Penulis pada hakekatnya mempunyai 2 aspck kegunaan yaitu:
1. Aspek Keilmuan, yakni dengan tulisan ini mudah-mudahan dapat
menambah khasanah keilmuan khususnya mengenai isbat nikah.
2. Aspek Terapan meliputi :
a. Sebagai media transformasi wacana agar dapat memperluas cakrawala
pemikiran dan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan isbat

nikah.

F. Definisi Operasional
Dalam mendefinisikan opcrasional ini dapat dipaparkan maksud dari
konsep atau variabel penelitian, schingga dapat dijadikan awal dalam

menelusuri, mengkaji atau mengukur variabel yang akan ditcliti. Adapun yang

masuk dalam definisi opcrasional adalah:
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Analisis adalah : Pcnyclidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan,
dsb) untuk mengetahui keadaan yang scbenarnya (sebab-
sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).'’

Isbat Nikah adalah : Penctapan tentang keabsahan nikah."!

Pengadilan Agama adalah : Pengadilan atau Mahkamah yang menyelesaikan

penyelesaian Hukum Agama atau Hukum

Syara’.'?

G. Metodologi Penelitian
1. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan dalam masalah ini adalah sebagai berikut :
Deskripsi putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1191/

Pdt.G/2003 tentang isbat nikah.

[}

Sumber Data
Data-data tentang isbat nikah No. 1191/Pdt.G/2003 diperolch dari
sumber-sumber sebagai berikut :
a. Sumber Data Primer
Sumber primer data primer merupakan data yang dipcrolch dari :
1) Dokumen yang berisi putusan hakim tcrhadap perkara isbat nikah.

2) Hakim Pengadilan Agama Mojokerto

10 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Babasa Indoncsia, h. 43
" Ibid, h. 443
'2 Bisri, Cik Hasan, Peradilan Agama di Indopesia, h. 4
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3) Orang yang berperkara (Pecmohon dan Termohon)
b. Sumber Data Skunder
Sumber data skunder diperoleh dari kepustakaan, yaitu :
1) Hukum Perkawinan di Indonesia
2) Inpres No. 1 Tahun 1991
3) Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam "Suatu Analisis dari
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Is/am,
Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2004
4) Masjfuk Zuhdi, Masail Fighiyah, Jakarta, Gunung Agung, 1997
5) Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Jakarta, Balai Pustaka, 2002.
6) Rusyadi dan Hafifi, Kamus Indonesia-Arab, Jakarta, Rinecka Cipta,
1995.
Teknik Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan guna menyusun skripsi ini dilakukan
dengan cara scbagai berikut :
a. Studi Dokumentasi yaitu: Data yang mengenai hal-hal atau variabel
berupa buku, catatan, trankrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen

rapat, legger, agenda, dan sebagainya.” Data ini dipakai untuk mencari

¥ Subarsimi Arikunto, Proscdur Penclitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 202



14

data dari dokumcn yang ada hubungannya dcngan isbat nikah di
Pengadilan Agama Mojokerto.

b. Studi Wawancara (Interview) yaitu: proscs tanya jawab sccara lisan,
dimana dua orang atau lebih berhadapan sccara fisik."* Metode ini
dipakai untuk mengumpulkan data tentang isbat nikah yang diperoleh
dari Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, para Hakim Pengadilan
Agama Mojokerto, dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data-data yang dikumpulkan maka digunakan
deskriptif analitik dengan menggunakan pola pikir:

Metode deduktif: yaitu metode berfikir dari konsep abstrak yang
lebih umum ke berfikir mencari hal yang lebih spesifik atau konkrit."”
Metode ini digunakan untuk menganalisis data-data secara umum tentang
dalilsteoricpendapat para pakar, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat

khusus.

H. Sistematika Pembahasan
Agar penulisan skripsi ini sistematis dan terarah, maka penulis sajikan

sistematika pembahasan scbagai berikut:

'f Sukandarumidi, Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Penoliti Pemula, h.88
'* Neong Muhadjir, Metode Penclitian Kualitatif, h. 66
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BAB I : Mcmuat pendahuluan yang meliputi @ latar belakang masalah, rumusan
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, dcfinisi
operasional, mctodologi penelitian yang meliputi: (data yang dikumpulkan,
sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data), dan sistematika
pembahasan.

BAB 1I : Konsep teoritis tentang isbat nikah, berisikan pengertian pernikahan,
syarat dan rukun perkawinan, pengertian isbat nikah, alasan untuk mengajukan
isbat nikah, dasar hukum isbat nikah dan pencatatan perkawinan menurut
undang-undang dan ulama

BAB 1II : Deskripsi putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Mojokerto,
mcliputi scjarah Pengadilan Agama Mojokerto, wilayah hukum Pengadilan
Agama Mojokerto, putusan Pengadilan Agama Mojokerto dalam menyelesaikan
perkara isbat nikah.

BABIV:r Pembahasan dari hasil penelitian berisikam, analisis/terhadap putusan
Pcngadilan Agama Mojokerto mengabulkan permohonan isbat nikah UU. No. 1
tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan dasar hukumnya tidak
mengatur  perkara yang dimaksud, analisis terhadap implikasi hukum
dikabulkannya permohonan isbat nikah oleh Pengadilan Agama Mojokerto.

BAB V : Penutup berisikan, kesimpulan dan saran-saran.



BAB II
KONSEP TEORITIS TENTANG ISBAT NIKAH

A. Pernikahan

1.

Pengertian Pernikahan

Nikah bcrasal dari bahasa Arab yaitu nikaahun (‘C\is) merupakan
masdar dari kata kerja nakaha dan sinonimnya adalah tazawwaja (35

kemudian keduanya diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi Pernikahan.
Menurut bahasa nikah berarti ad-Dammu wattadaakhul (bertindih dan
memasukkan).!

Untuk arti yang scbenarnya (-=% yang berarti menindih, menghimpit,
berkumpul. Sedangkan arti majaznya (kiasan) ialah (5,4 atau (i) yang

berarti bersetubuh, akad, perjanjian.

Nikah atau perkawinan dalam bahasa Indonesia di sebut perkawinan,
dalam kompilasi hukum Islam pasal 2 discbutkan bahwa perkawinan adalah
akad yang sangat kuat atau miisaagan gholiidan untuk mentaati perintah
Allah dan mclaksanakan-Nya merupakan ibadah.’

Dalam buku adat menyatakan bahwa perkawinan ialah suatu

pcristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, scbab

' Rahmad Hakim, “Hukum Perkawinan Islam”, h. 11
? Inpres No. 1 Tahun 1991, h.19

16
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perkawinan itu tidak hanya mcnyangkul wanita dan pria bakal mempclai
saja, tctapi juga orang tua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-
kcluarga mercka masing—masing.3

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 juga menjelaskan dalam pasal 1
perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara scorang pria dengan scorang
wanita scbagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci
kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki
dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun
menyantuni, kasih-mengkasihi, tenteram dan bahagia.5

Dalam buku Hukum Perkawinan dalam Islam yang dikarang oleh
Mawardi, A.I menyatakan bahwa perkawinan adalah akad nikah antara calon
suamizistriliamt ko samermenvhi . hajat < jenisnyadimenuritisydangn<diatut oleh
syari’at.’®

Menurut Wahbah Al-Zuhaily nikah adalah akad yang membolehkan

terjadinya A/-istimta’ (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan

* Soerojo Wignjodipoero, “Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adar ", h. 122

* Undang-Undang Perkawinan, h. 7-8

* Ramulyo, Mohd. Idris, “Hukum Perkawinan Islam;, Suatu Analisis dari Undang-Undang
no. ! Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”™, h. 1-2

¢ Mawardi, A1, “Hukum Perkawinan dalam Islam diperlengkapi dengan Undang-Undang
Perkawinan no. ! tahun 19747 h. 1
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wathi’ dan berkumpul sclama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan
baik dengan scbab kcturunan atau sepersusuan.7
Dalant figit islamdijelaskan ‘pula tarif perkawinany yaitu akad yang
menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong
menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan
mukhrim scbagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an Surat An-
Nisa’ ayat 3
sy uij;unwrﬁuwusf&.u L,:u:n s,)a....zs i ul_,
(r sl 1% 0 S5 5 ,.i,’u wSL G o»sf ) i T ‘..-»- ob
Artinya : “Dan jika kamu takut tidak bisa berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yatim (bilamana kamu), maka kawinilah wanita-wanita
(lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Dan jika kamu
takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) scorang saja,
atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih
dckat kepada tidak berbuat aniaya.”s
Para ulama figih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya tentang
makna-pernikahan;antara/lsin sebagai-berikut/:
Ulama Hanafiyah, pcrnikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk
memiliki mut’ah dengan sengaja. Artinya scorang laki-laki dapat menguasai
perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan

kesenangan atau kepuasan.

" Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Figih, Undang-Undang No. I tahun 1974 sampai KHI", h. 38
¥ Departemen Agama RI, "A/-Qur ‘an dan Terjemahnya”, h. 61
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Ulama Syafi’iyyah, bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan
menggunakan lafal nikah atau zawj yang menyimpan arti memiliki wati.
Aty ‘dengan’ pernikalian cseseorang  dapal 'memilikid ataub mendapatkan
kesenangan dari pasangannya.
Ulsama Malikiyah, pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti
mut ’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
Ulama Hanabillah, pernikahan adalah akad yang menggunakan akad nikah
atau raswiijun untuk mendapatkan kepuasan, artinya seseorang dapat
memperoleh kepuasan dari seorang perempuan atau sebaliknya.9
Dengan kata lain perkawinan itu sah jika menurut ketentuan agama
dan hukum yang berlaku, sebagaimana yaﬁg disebutkan di dalam Undang-
Undang No. | tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2:
a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kcpercayaannya itu
b. Tiap-liap pcrkawinan dicatal menurut peraturan perundang-undangang
yang beriaku
Sedangkan jika dilihat dari Kompilasi Hikum Islam yang terdapt
dalam pasal 5 dan 6 ternyata unsur perkawinan dan iata cara pencatatan
perkawinan diberlakukan secara kumulatif dalam artian semua warga negara

harus dicatatkan di pcgawai pencatat nikah setempalt.

? Slamet Abidin dan Aminuddin, Figih Munakahat I, h. 10-11
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Pasal 5 (1) agar terjamin ketertipan perkawinan bagi masyarakat Islam
sctiap perkawinan harus dicatat.

(2) “pencatatanc perkawinars tersebui padasayatd (1) Gilakukan coleh
Pcgawai Pencatata Nikah sebagaimana yang diatur dalam
Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32
Tahun 1945.

Pasal 6 (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal S, setiap perkawinan
harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai
Pencatat Nikah.
(2) perkawinan yag dilakukan diluar pengawasan Pcgawai Pencatat
Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari bcherapa definisi tentang perkawinan diatas dapat diambil
pengertian bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami dan istri untuk
membolehkan kcduanya bergaul sebagai suami istri untuk membentuk
keluarga yang bahagia dan melaksanakannya merupakan ibadah yang
diperintahkan olch Allah dan Rosul-Nya yaitu menciptakan suatu kehidupan
rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku
perkawinan itu scndiri, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh
karena itu perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang
bersangkutan, tclapi mempunyai ikatan eksternal yang melibatkan banyak

pihak. Scbagai peringatan yang kokoh (mits.‘aqan galidzan), perkawinan
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dituntut untuk untuk menghasilkan sesuatu kemaslahatan yang kompleks,
bukan sckedar penyaluran kebutuhan biologis semata dan diantara keduanya
akan “membenl ok suare ikatdib yang -sangat eraln didalam amasyarakaty’ oleh
scbab itu perkawinan harus dilakukan sesuai dengan adat masyarakat, karena
kita hidup di dalam suatu negara hukum, maka melakukan perkawinan itu
harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perkawinan itu diatur
dalam UU. No. 1 tahun 1974 dan PP. No. 9 tahun 1975 sehingga dengan UU
tersebut perkawinan akan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum
dari pemerintah dan jika suatu saat ada masalah dalam perkawinan tersebut,
maka akta nikah tcrsebut sebagai barang bukti yang otentik.

Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang harus kita laksanakan oleh
sctiap individu, karcna dengan perkawinan itu dapat menjaga kita dari hal-
hal yang dapat mcrusak akhlaq, seperti dengan kita melakukan perkawinan
maka kita akan mengurangi maksial terutama maksiat mata dan memelihara
kita dari perbuatan zina.

Syariat Islam juga menjelaskan tentang syarat dan rukun dalam
perkawinan yang kcduanya itu harus kita penuhi. Rukun merupakan unsur
yang pokok dalam sctiap perbuatan hukum sehingga apabila rukun tidak
dipenuhi maka dianggap tlidak ada perjanjian atau perbuatan hukum

sedangkan syarat adalah pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jadi



pcrkawinan yang tidak memcnuhi syarat dan rukun perkawinan tctap
dilaksanakan maka perkawinan itu batal.

Menurut Jumhur ulama scpakat bahwa rukun perkawinan itu ada lima
dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu antar lain :

a. Adanya calon suami istri, syarat-syaratnya :

Beragama Islam

- Laki-laki atau Perempuan

- Baligh

- Schat (tidak gila)

- Dapat memberikan persetujuan

- Orangnya tertentu atau jclas orangnya'

- Tidak terdapat halangan dalam perkawinan
b. Wali nikah, syarat-syaratnya :

- Beragama Islam

- Laki-laki

- Dewasa (tidak boleh anak-anak)

- Tidak gila

- Mempunyai hak perwalian

- Adil

- Tidak terdapat halangan pcrwaliannya

- Tidak scdang dalam ikhram haji



Saksi, syarat-syaratnya :

- Beragama Islam

- Minimal dua orang

- Laki-laki

- Dewasa

- Baligh

- Akal schatnya

- Hadir dalam ijab qobul

- Dapat melihat dan mendengar
- Tidak sedang dalam ihram

- Mecmahami bahasa yang dipergunakan dalam ijab qobu]m

[jab Qobul, syarat-syaratnya :

Adanya pernyataan menikahkan dari wali

- Adanya pernyataan penerimaan dari pihak mempelai pria

Mcmakai kata-kata nikah, fazwij atau terjemahan dari kata nikah

atau lazwijf

Antara ijab dan qobul bersambung

Antara ijab dan qobul jelas maksudnya

Orang yang tcrkait dengan ijab qobul sedang tidak dalam ikhram haji

atau umroh

10

Al Hamdani Terj. Agus Salim, “Risalah Nikah" h. 67-68



- Majclis ijab qobul harus dihadiri minimum cmpat orang yaitu pria
atau walinya, wakil dari mempelai wanita atau walinya, dan dua orang

saksi.

B. Isbat Nikah

1.

Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari dua kata, yaitu kata isbat dan kata nikah. Kata
isbat adalah isim masdar yang berasal dari bahasa Arab asbata, yasbitu,
isbatan yang berarti penctapan. 1

Istilah isbat ini sudah menjadi bahasa Indonesia, menurut Ahmad
Warson Munawwir mcnyatakan iiebat ialah penctapan, pengukuhan dan
pengiyaan.'? Sedangkan menurut Umar Bin Khoththab isbat adalah
pengajuan bukti di depan hakim untuk digunakan dalam menyelesaikan suatu
masalah."> Menurut Piter Salim pengertian isbat nikah ialah penetapan
tcrhadap kebenaran (kcabsahan) nikah."

Dari beberapa uraian diatas, bahwa perkawinan dianggap sah apabila
mempunyai kekuatan hukum schingga didapatlah suatu perlindungan hukum

maka harus mematuhi aturan yang tclah ditentukan. Schingga apabila masih

ada perkawinan yang dilakukan tanpa mematuhi aturan yang berlaku,

h. 258

" Rusyadi dan Hafifi, “Kamus Indonesia Arab " h. 827-828
12 Munawwir, Ahmad Warson, “Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia”, h.145
" M. Rawwas Qol’ahji, Ter). M. Abdul Mujieb, “Ensiklopedi FFigih Umar bin Khathab ra”,

4 Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahas Indonesia™, h. 443
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perkawinan terscbut dianggap tidak sah (batal). Apabila ada perkawinan
waktu peclaksanaannya belum mempunyai akta perkawinan, atau masih
diragukan . kcabsahannya .maka .. pemerintah,  memberikan  ialan, , agar
perkawinan terscbut disahkan, sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap,
pengesahan perkawinan tersebut dinamakan dengan isbat nikah.
2. Alasan Untuk Mengajukan Isbat Nikah
Secara tcgas discbutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 7

ayat 2 dan 3 bahwa isbat nikah adalah suatu penetapan, keabsahan nikah
yang harus diajukan ke Pengadilan Agama dan pokok alasannya terbatas
mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan
b. Hilangnya akta nikah
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 dan
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan

perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.'°

C. Dasar Hukum Isbat Nikah
Dalam melaksanakan suatu perkawinan itu harus mengetahui dasar-dasar
hukum yang mengatur tentang perkawinan khususnya isbat nikah, dasar-dasar

hukum itu antara lain:

" Inpres No. 1 Tahun 1991, h. 20-21



1. Kompilasi Hukum Islam
Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad
yang “sangat'“ kuat''atau niiisaagan Vgholiidhans intuke mentaati
perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah
Pasal 4 Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam
scsuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. | Tahun 1974
tentang perkawinan
Pasal 5
(1). Agar tcrjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam
sctiap perkawinan harus dicatat.
(2). Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan olch
Pcgawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam
Undang-Undang No. 22 Tahuun 1946 jo Undang-Undang No.
32 Tahun 1954,
Pasal 7
(1). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang
dibuat olch Pegawai Pencatat Nikah.,
(2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta
Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
(3). Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :



Pasal 56

Pasal 57

(1.

(2).

(3).
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Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
Hilangnya akta nikah

Adanyadkeraguan tentang sahsataudtidaknya ssalahl satu
syarat perkawinan

Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya
Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-

Undang No. 1 tahun 1974,

Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus
mendapat izin dari Pengadilan Agama

Pcngajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan
menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII
Pcraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau
keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai

kckuatan hukum.

Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami

yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
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(1). Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
(2). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
discrbuhkan:
(3). Istri tidak dapat melahirkan keturunan.'®
2. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 2
(1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.”
3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 2
(1). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agama Islam,  dilakukan oleh
pengawas pencatat sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak,
rujuk.
(2). Pcncatatan dari mercka yang melangsungkan perkawinan

menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam,

% Ibid, h. 43
' Undang-Undang...., h. 8
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dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor
catatan sipil scbagaimana dimaksudkan dalam berbagai

perundang-tndangan-mengernai ‘pencatatan perkawinan

Sctiap orang vyang akan melangsungkan perkawinan
memberitahukan kehendaknya itu pada pegawai pencatat di

tcmpat perkawinan akan dilangsungkan.

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon

mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.‘8

Pasal 3
(.
Pasal 4
Pasal 11
(1).
(2).

Sesaat telah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan
kctentuan-ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah ini kedua
mcmpelai  menandatangani akta perkawinan yang tclah
disiapkan olch pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang
berlaku.

Akta pcrkawinan yang telah ditandatangani oleh mempclai
itu, sclanjutnya ditandatangani oleh kedua saksi dan pegawai

pencatat  yang menghadiri perkawinan dan bagi yang

1% ibid, h. 50
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melangsungkan perkawinan menurut Islam, ditandatangani
pula oleh wali nikah atau mewakilinya.
3y Dengan ‘nienandatangani ‘aktd perkawinan, imaka’ perkawinan
telah tercatat secara resmi.
Pasal 13
(1). Akta perkawinan dibuat rangkap 2 (dua) helai pertama
disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan pada
Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatat
Perkawinan itu berada.
(2). Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta
perkawinan,
Pasal 40
Apabila scorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari
scorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Pengadilan.
Pasal 41
Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :
(1). Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami
kawin lagi, ialah :
a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya

scbagai istri



(1).

(2).

(4).
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b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakil yang
tidak dapat disembuhkan

¢.'IBaliwa istri tidak-dapat ‘melahirkan ket urinan

Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan

atau tlertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan

lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang

pengadilan.

Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin

keperluan  hidup  istri-istri dan  anak-anak, dengan

mecmpcrhatikan :

a. Surat keterangan tentang penghasilan suami yang
ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau

b. Surat keterangan pajak penghasilan atau

Cc. Surat keterangan lain yang dapat di terima oleh
Pengadilan.

Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil

tcrhadap istri-istri dan anak-anak mercka dengan pernyataan

atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang

ditctapkan untuk itu."”

¥ ibid, h. 66-67
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4. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Pasal 49
(1). Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
a. Perkawinan
b. Kecwarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan
hukum Islam.
c. Wakaf dan shodagoh®
Pasal 54
Hukum acara yang berlaku pada pengadilan’ dalam lingkungan
Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku
pada pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum, kecuali
yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.
Pasal 56
(1). Pengadilan tidak bolch menolak atau memeriksa dan memutus
suatu pcrkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak
atau kurang jclas, mclainkan wajib memeriksa dan

memutusnya.

e Rasyid, Roihan A. “/fukum Acara Peradilan Agama ™, h. 259



Pasal 58

Pasal 60

Pasal 62

(2).

(1).

).

v
(]

Kctentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak
menutup kemungkinan usaha penyclesaian perkara sccara

damai.

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang.

Pengadilan membantu para pencari keadilan, dan berusaha
sckeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan
untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya

ringan.

Penctapan dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai

kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum.

(1.

Segala penectapan dan putusan pengadilan, selain harus
memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat
pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau
sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk

mengadili.



(2). Tiap penctapan dan putusan pcngadilan ditandatangani olch
ketua dan hakim-hakim yang memutus serta panitera yang
KL U bersidang Spadd wakit dpeterapar cdanisputusaa ot di
ucapkan.

(3). Berita acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh ketua
dan panitera yang bersidang.”

5. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang kewajiban pencatat -
nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan
perundang-undangan perkawinan yang beragama Islam.

Pasal 7
Pegawai pencatatan nikah atau P. 3 NTR yang menerima
pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon istri
dan wali nikah, tentang ada atau tidak adanya halangan
pernikahan itu dilangsungkan baik halangan karena melanggar
hukum munakahat atau melanggar peraturan perundang-undangan
tentang perkawinan.

Pasal 39

(1). Apabila kutipan akta nikah, kutipan buku pendaftaran talak,
kutipan buku pendaftaran cerai, dan kutipan buku pendaftaran

rujuk hilang atau rusak padahal diperiukan, maka orang yang

2 Ibid. h. 263
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bersangkutan dapat minta duplikal surat-surat itu kepada
kantor yang dahulu mengeluarkannya.

(2). Untuk mecndapatkan duplikat surat itu tidak dipungut biaya
kecuali ada peraturan lain.

(3). Duplikat-duplikat itu dibubuhi matcrai menurut peraturan
yang berlaku.

(4). Jika kantor yang dahulu mengeluarkan surat-surat itu tidak
bisa membuat duplikatnya discbabkan catatannya telah rusak
atau hilang atau karecna scbab-sebab lain, maka untuk
menetlapkan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk harus

dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama.”

D. Jenis Perkara Perdata dan Produk Peradilan Agama
1. Jenis Perkara Perdata

Dalam ‘mengajukan perkara di Pengadilan Agama tidak iepas dari dua
hal yaitu perkara permohonan dan perkara gugatan.

Perkara permohonan yaitu suatu permohonan yang di dalamnya berisi
tuntutan hak perdata olch satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal
yang tidak mengandung sengkcta. Sedangkan perkara gugatan yaitu suatu
surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang memuat

tuntutan hak di dalamnya mengandung suatu sengkceta.

2 Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, Jukum Perkawinan di Indonesia, h 205-206



Pada dasarnya perkara atau surat gugatan atau pcrmohonan itu harus
dibuat sccara tertulis. Bagi yang tidak bisa membaca dan menulis, maka
gugalan atau pcrmohonan diajukan sccara lisan kcpada kctua Pengadilan
Agama. Kctua dapat menyuruh kepada hakim untuk mencatat scmua yang
dikemukakan olch Penggugat atau Pemohon itu berdasarkan ketentuan pasal
114 ayat 1 R,Bg atau pasal 120 HIR,? isi permohonan atau gugatan
berkaitan dengan identitas para pihak, posita dan petitum.

Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan
(yaitu penggugat dan tergugat) sedangkan dalam perkara pcrmohonan hanya
ada satu pihak saja (pemohon). Namun di Pengadilan Agama ada pula
permohonan yang perkaranya mengandung sengketa, di dalamnya ada dua
pihak yang disebut pemohon dan termohon yaitu meﬁgenai perkara
permohonan ijin ikrar talak dan permohonan ijin beristri dari seorang.

Permohonan yang terjadi sengketa terdapat pada pasal 40 PP No. 9
tahun 1975, produk pengadilan adalah penctapan, tctapi suami atau istri
berhak banding dan seterusnya kasasi. Ketentuan itu juga terdapat pada pasal
43 PP No. 9 tahun 1975, sebagai berikut:

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pcmohon
untuk beristri lebih dari seorang, maka pcngadilan memberikan putusannya

yang berupa ijin untuk beristri Iebih dari scorang,

2 Mukti Arto, Prakick Perkara Perdeata, h. 40



Perkara-perkara perkawinan yang ada di Pengadilan Agama tidak
sclalu berarti voluntasia sepcnuhnya seperti teori umum hukum acara
pcrdata. Adakalanya perkara itu harus dipahami sbg perkara contentiasa, para
hakim harus melihat konteksnya terlebih dahulu.

Produk Pengadilan Agama

Sectelah Pengadilan Agama memberikan perkara maka ia harus
mengadilinya atau mengeluarkan produk. Produk peradilan agama terdiri dari
putusan, penetapan dan surat keterangan tentang terjadinua talak (SKT3),
tetapi sejak berlakunya UU No. 7 tahun 1989 tentang surat-surat keterangan
tentang talak (SKT3) sudah tidak dipakai la\gi.24

Dalam perkara jika terdiri dari 3 dictum sampai 6 pokok perkara maka
produk peradilan itu tidak satupun yang bersifat condemnatoir karena dalam
perkara itu hanya terdapat satu pihak saja, dengan sendirinya judul produk
adalah penctapan atau sebaliknya bisa putusan. Jadi untuk membedakan
produk putusan atau scbalinya sclain ditandai adanya dua pihak yang
berperkara serta ditandai dictum/amar yaitu kata-kata “mengadili,
memutuskan” atau “mengadili, menetapkan” dan “mengadili, menyatakan”,

Bentuk produk peradilan agama mcnurut Mahkamah Agung perkara
itu tidak bisa dikatcgorikan scbagai pcrkara contcnsiasa tctapi tidak juga

scpenuhnya dianggap perkara voluntaria. Schingga muncul perkara

* Rasyid, Raihan A, Upaya Hukum terhadeap Putusan Pengadilan Agama, h. 12



"Pemohon” yang berhadapan “Termohon” perkara terscbut dalam pasal 33
dan 40 dari PP No. 9 tahun 1975, yaitu perkara pembatalan nikah dan perkara

ijin untuk beristri lebih dari seorang,

E. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang dan Ulama
Bahwasanya pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Quran dan Al-
Hadits tidak ada yang mengatur bahwa perkawinan itu harus dicatat, berbeda
dengan muamalat dalam kcadaan situasi tertentu diharuskan untuk mencatatnya.
Adanya perkembangan pengetahuan dan meningkatkan kemaslahatan diantara
umat manusia, maka dipérlukan hukum yang mengatur dan juga menjadi
pembeda diantara makhluk ciptaan Allah yang lainnya dan juga aturan yang
harus ditaati dan dipatuhi manusia yang berdomisili di Indonesia. Tentang
masalah isbat nikah ini digiyaskan sebagai berikut :
Tentang masalah muamalat yang diqiyaskan ke pencatatan nikah
terdapat dalam QS. Al Baqarah ayat 282 :
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Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak
sccara tunai untuk waktu yang ditentukan, hcndaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah scorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan
menuliskannya scbagaimana Allah telah mengajarkannya, maka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang
lemah akalnya atau lemah (kcadaannya) atau dia sendiri tidak
mampu mcngimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan
dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari
orang-orang lclaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka
(bolch) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi
yang kamu ridhai, supaya jika scorang lupa maka secorang lagi
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu
menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu
mcmbayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih
dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak
(menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali
jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara
kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.
Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganiah penulis
dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang
demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada
dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan
Allah Maha Mengetahui scgala scsuatu”.” (QS. Al-Bagarah: 282)

Berdasarkan surat an Nisa’ ayat 21 :

ST e le TcL i o {lolsio. L %ol s, tat . o
(Y V)laks Bl (S0 DTG an ) 2 SKal il 18 §,3506 (ST

Artinya: "Bagaimana kamu akan mcngambilnya kembali, padahal sebagian
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain scbagai suami-

** Departemen Agama RI, "Al-Qur an dan Terjemalmya” b 37
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isteri. Dan mercka (1slcr1 -isterimu) telah mengambil dari kamu
perjanjian yang kuat". “(QS An-Nisa'": 21).

Kaidah fighiyah

FEV\ 'u’c":' KER }°ij‘*°‘>"u’=’“’l‘“‘l’d‘31”‘”w“f
Uie

Artinya: “Menolak kcrusakan Iebih diutamakan daripada menarik
kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan
maslahah, didahulukan menolak yang mafsadah.”’

Adapun pengakuan resmi (penulisan Akad) dalam artian pencatatan nikah
di kantor catatan sipil adalah perkara yang diwajibkan oleh Undang-Undang,
agar menjaga akad ini dari pengingkaran dan penipuan sctelah dilaksanakannya,
baik dari pihak suami-istri atau dari pihak luar mereka berdua.®®

Dan jclaslah bahwa perkawinan yang dilakukan secara sirri tidak diakui
sccara resmi olch undang-undang, walaupun perkawinan sirri itu memenuhi
rukur dane syaral sydng rtelah dilentukan® lell syari’at) maka konsekuensi yang
memenuhi syariatnya saja scperti hubungan suami istri, akan tctapi nasab
keturunan anak, dan waris akan berjalan tanpa adanya aturan yang mengaturnya,
pencatatan nikah suatu perkara yang lazim dan harus dilaksanakan sc bagai alat

bukti perkawinan tatkala ada pertikaian dalam pcerkawinan itu sendiri.

51

% Ibid, h. 64
7 Abdul Mudjib, “Kaidah-Kaidah Hnne Figih”, h. 39
¥ Syakir, Muhammad Fu’ad, Terj. Fauzun Jamal dan Alimin, “Perkawinan lerlarang”, h.
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Sedangkan para ulama berpendapat tentang pencatatan nikah antara lain :

Para imam madzab yaitu imam Syafi’i, Maliki, Hambali dan Imamiyah
bersepakat bahwa bukti itu harus berupa saksi dua orang laki-laki yang adil, dan
bahwa sahnya kesaksian dari kaum wanita saja maupun gabungan antara laki-laki
dan wanita, tidak bisa diterima, kecuali Hanafi mereka bisa menerima kesaksian
dua orang wanita ditambah satu orang laki-laki dengan syarat harus adil. Adil
menurut pendapat mereka merupakan syarat bagi penctapan perkawinan, ketika
terjadi pengingkaran dengan perselisihan, tetapi bukan merupakan syarat bagi
sahnya akad ketika terjadinya akad.

imamiyah dan Hanafi menganggap bahwa kesaksian scorang saksi untuk
menetapkan suatu perkawinan sudah dipandang cukup tanpa disertai rincian dan
syarat dan sifat-sifatnya. Sementara itu Hanafi mengatakan tidak bisa tidak
harus ada penyebutan syarat-syarat bagi saksi, sebab memang banyak orang
berbeda pendapat tentang hal ini.

Imamiyah, Hanafi, Syafi’i dan Hambali berpendapal bahwa perkawinan
itu dianggap terbukti adanya, melalui berita yang tersebar sekalipun tidak
sampai pada tingkat mutawatir (tidak mengandung kemungkinan bohong).”’

Al-Syatiby berpendapat bahwa pencatatan perkawinan merupakan

ketentuan yang perlu diterima dan dilandaskan oleh semua pihak yang akan

* Muighniyah, Muhammad Jawad, Terj. Masykur Dkk, “/iqil Lima Mazhab ™, h. 321



melangsungkan pcrkawinan, karcna memiliki landasan metodologis yang kokoh,
yaitu maslahah mursalah™

Adanya tuntutan perkembangan zaman dengan mcmpertimbangkan
kemaslahatan umat, maka semua pakar hukum di Indonesia dan para ulama
untuk membuat aturan tentang pencatatan perkawinan yang diqiyaskan dari ayat
diatas. Perjalanan perkembangan hukum perkawinan di Indonesia ini tidak lepas
dari kontribusi para pemikir ulama-ulama di Indonesia, hal ini dengan terbukti
lahirnya Undang-Undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang bersifat
nasional.

Pencatatan perkawinan merupakan jalan yang terbaik yang diambil para
pakar hukum dan ulama untuk mengidentifikasi agar tercipta kemaslahatan di
dalam masyarakat. Jalan yang diambil oleh para ulama ini tidak berseberangan
dengan syariat Islam akan tetapi di dalam Islam ada metode yang di kenal
dengan istimbat hukum, seperti giyas, istihsan, maslahah mursalah dan lain-lain.
dalam mctode yang diambil ulama itu akan mempertemukan kita pada jawaban
bahwa pencatatan itu sangat diharuskan untuk menghindari kemadhorotan
seperti dalam kaidah ini :

Artinya : “Mecnghindari kcrusakan (madhorot) dan mendatangkan
kemaslahatan”.

* Ahmad Rofiq, “lukum Islam di Indonesia™ h. 12}



Dan juga kaidah dibawah ini :
% 7 Sy o - PRI P
Ll B L) ey S

Artinya : “Suatu tindakan (peraturan) pcmcrintgh terhadap rakyat harus
dihubungkan dengan kemaslahatan”.™

Berdasarkan kaidah di atas, tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang
sccara tcgas mengharuskan atau memcrintahkan pencatatan nikah. Namun,
kemaslahatan umat merupakan salah satu sandaran untuk ditetapkannya suatu
hukum dalam Islam. Karena itu, pencatatan perkawinan dapat dibenarkan bahkan
diwajibkan jika kemaslahatan menghendaki demikian.

Kemudian dari penjclasan itu kalau kita menelusuri tentang pencatatan
nikah merupakan suatu tuntutan yang harus diterima dan dilaksanakan olch
semua pihak, karena memiliki landasan yang metodologis yang kokoh dan kuat.
Pencatatan nikah di jelaskan pada pasal 2 (2) dalam undang-Undang No. 1 Tahun
1974 yaitu :

(2) Tiap-tiap pcrkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku

Sedangkan di Kompilasi Hukum Islam juga mcnjclaskan yang tcrdapat
dalam pasal 5 yaitu:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam sctiap

perkawinan harus dicatat.

' Abdul Mudjib, “Kaicdah-Kaidah Hmu Figh™, h. 61
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(2) Pencatatan perkawinan terscbut pada ayat | dilakukan olch pegawai
pencatat nikah sc bagaimana diatur dalam undang-undang No. 22 tahun
1946 jo. Undang-undang no. 32 tahun 1954

Kemudian juga dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 sebagai berikut :

“Dalam undang-undang dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah

bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kehidupan modern scperti sekarang ini adanya tuntutan dalam berbagai
hal, antara lain ketertiban administrasi tentang pencatatan perkawinan itu
diperlukan. Apabila masalah ini tidak di perhatikan, kemungkinan besar akan
timbul kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat. Mengetahui hubungan
pernikahan seseorang dengan pasangannya mungkin akan sulit bila pernikahan
itu tidak tercatat.

Pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama merupakan sah, karena
pencatatan hanya merupakan syarat administrasi, artinya pernikahan tetap sah,
karena standart sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma

agama dari pihak-pihak yang melangsungkan pcrkawinan.33

32 Abdul Aziz Dahlan, Dkk, “Knsiklopedi Tematis Dunia Islam ™, h. 81
 Lik Rasyidi, “Hukum Perkawinan dun Perceraian di Malaysia dun Indonesia ™, h. 85



Perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA maka perkawinannya tidak
mempunyai kckuatan hukum. Akibat yang ditimbulkannya, apabila salah satu
pihak melakukan kcwajibannya maka pihak lain tidak dapat mclakukan upaya
hukum, karena tidak mempunyai bukti yang sah atau autentik. Pencatatan
- perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi
jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat. Oleh
sebab itu hampir seluruh negara tidak membiarkan pernikahan yang tidak
dicatatkan. Di Indonesia, pencatatan pernikahan merupakan kewajiban
berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, walaupun tidak menentukan
sahnya suatu pernikahan. Scjalan dengan Undang-Undang tersebut, Kompilasi
Hukum Islam juga mengharuskan adanya pencatatan pernikahan. Alasannya
adalah supaya terjamin ketcrtiban, dan hal ini diatur dalam pasal 5 dan 6 (2)
yang telah dijelaskan di atas.

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur oleh Peraturan
Pcmerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 2 yaitu :

(1). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya
menurut agama Islam, dilakukan olch pengawas pencatat secbagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang Pcncatatan
Nikah, Talak, Rujuk.

(2). Pecncatatan dari mercka yang mclangsungkan perkawinan menurut agama

dan kepercayaannya itu sclain agama Islam, dilakukan olch pcgawai
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pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil scbagaimana dimaksudkan
dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

(3). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi
lata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang
berlaku, tata cara pencatatan perkawinan scbagaimana ditentukan dalam
pasal 3 sampai dengan 9 peraturan pemerintahan ini.

Tujuan pencatatan perkawinan semata-mata untuk kemaslahatan umat
dan kectertiban administrasi. Ini merupakan suatu upaya untuk melindungi
martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus bagi wanita dalam
kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan
dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya,
apabila terjadi perselisihan atau percckcokan diantara mercka atau salah satu
lidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna
mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Kendati demikian
banygk diantardic thasyarakat diyang inbelum dpahamscpentingnya.irpencatatan
perkawinan, hal ini boleh jadi karena sebagaimana masyarakat muslim masih ada
yang memahami ketentuan perkawinan lebih memperhatikan prespektif figih
belaka. Menurut pemahaman figih perkawinan itu sah apabila sudah memenuhi
syarat dan rukunnya, tanpa diikuti dengan pecncatatan yang nantinya akan
dijadikan bukti berupa akta nikah. Kondisi scmacam ini masih dipraktekkan oleh
masyarakat dengan menghidupkan perkawinan sirri tanpa melibatkan pcgawai

pencatat nikah scbagai pctugas yang resmi.



BAB 11
DESKRIPSI PUTUSAN ISBAT NIKAH NO. 1191/Pdt.G/2003
DI PENGADILAN' AGAMA MOJOKERTO

A. Secjarah Pengadilan Agama Mojokerto
1. Sejarah Pembentukan Daerah Tingkat Il di Wilayah Pengadilan Agﬁma
Mojokerto

Di dalam angan-angan kita tcntang berdirinya kota Mojokerto itu
tidak terlepas dari kcbesaran Kcjayaan Majapahit pada Pemerintahan Sri
Maharaja Hayam Wuruk dengan patihnya bernama Gajah Mada yang
terkenal dengan sumpah palapanya.

Scjarah pembentukan kota Mojokerto itu diawali pada zaman
Pemecrintahan Hindia Belanda dengan SK Gubernur Jenderal Y. Van
Limbung Stirrum yaitu stb 1918 No. 324 tanggal 20 Juli 1918 kemudian
antara tahun 1945-1990 mcnjadi Daerah Kabupatcn Mojokerto. Berdasarkan
UU No. 17 Tahun 1950 scbagai dacrah otonomi kota kecil Mojokerto,
kemudian berubah dengan dikcluarkannya UU No. 1 Tahun 1997 menjadi
kota kecil Mojokerto berubah lagi menjadi kota Praja berdasarkan UU No. 18
Tahun 1965 dan yang tcrakhir hingga sckarang ini mcnjadi kota Madya

Dacrah Tingkat II Mojokerto sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1997.
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2. Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Mojokerto
a. Masa scbelum penjajah
Pengadilan Agama Mojokerlo sudah ada scjak tahun 1882
berdasarkan sub. 1882 No. 152 dengan nama kepenghuluan dan
menempati salah satu ruang pendopo Kabupaten dengan nama ruang
pusaka. Ketua penghulunya adalah K.H. Zulkifli dari tahun 1882-1892
kemudian dijabat olch K. Abdullah hingga masa penjajahan Belanda.
b. Masa penjajah Belanda sampai dengan Jepang
Pengadilan Agama Mojokerto pada tahun 1926 dijabat K.
Abubakar sampai dengan tahun 1932 kemudian pada tahun 1933 dijabat
oleh H. M. Sulaiman dan pada masa penjajah sekitar tahun 1942 lokasi
kepenghuluan pindah ke Serambi scbelah utara Masjid Jami’ Al-Fatah
Mojokerto.
c. Masa Kemerdckaan
Kemudian pada masa kemcrdckaan Pengadilan Agama dijabat
olch Kapten Syu’aib antara tahun 1947-1950 kemudian digantikan olch
K.H.M. Hasyim (tahun 1950-1963), K.H. Mahfudz Anwar (tahun 1963-
1967). Pengadilan Agama pindah lagi ke desa Sooko yaitu menjadi satu

dengan Kantor Perwakilan Agama Mojokerto sampai tahun 1974.
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d. Masa berlakunya UU No. 1 Tahun 1974
Pada pertengahan tahun 1974 pindah lagi ke Aula Departemen
Agama. Pengadilan Agama mencmpati rumah dinas pemberian (hibah)
dari Pemerintah Dacrah Kabupaten masih satu komplck Departemen
Agama. Di tahun 1980 mendapat proyck untuk balai sidang dan
kemudian antar rumah dinas dan balai sidang digabung menjadi satu atap
hingga sekarang.
e. Masa berlakunya UU No. 7 Tahun 1989
Masa berlakunya Undang-Undang Ini Pengadilan Agama masih
menempati kantor yang lokasinya di Ji. R.A. Basuni No. 21 Mojokerto,
pad tahun 1985 mendapat lahan untuk Pengadilan Agama seluas 2000
M2 di JI. Surodinawan kecamatan Prajuritkulon, dan kemudian pada
anggaran 2000/2001 telah diusulkan olch pengadilan dan mendapat
proyck peningkatan Balai Sidang Pengadilan Agama yang kemudian
dircsmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur tanggal 6
Maret 2001, pada hari pula Pengadilan Agama menempati gedung baru di
J1. Raya Prajuritkulon 17 Mojokerto hingga sckarang.
Adapun daftar nama-nama penghulu scjak berdirinya sampai

sckarang adalah :
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Tahun
Golongan | Pendidikan .
No. Nama . . Menduduki
(Terakhir) Terakhir Yabatan

1 K. Zulkifli = - 1882-1892
2 | K. Abdullah - - 1982-1916
3 K. Abubakar - - 1916-1932
4 | HM. Sulaiman - - 1933-1947
5 | Kaptcn Syw’aib Said - - 1947-1950
6 | K.H.M. Hasyim - Ponpes 1950-1963
7 | K.H. Machfudz Anwar - Ponpes 1963-1967
8 | K. Zakariya Mansyur 1l/a KMI Gontor |  1967-1980
9 | Drs. Sudiq 11/b Sl 1980-1981
10 | Drs. H. Salim A. Il/c St 1981-1982
11 | H. Qaani Ahyad, SH Il/c St 1982-1983
12 | Drs. H. Jaskur AA., SH /¢ S1 1983-1992
13 | Drs. H.M. Zabidi,SH IV/a S1 1992-1997
14 | H. Ruslan, S.Ag /¢ S1 1997-1999
15 | Drs. H. M. Djmhur, SH 1V/c S1 1999-2001
16 | DRS. H. M. Nadjib, SH 1V/c S1 2001-Sckrg.

B. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto
Wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto terbagi dua dacrah
Tingkat II yaitu Daerah Tingkat II Kabupatcn Mojokerto dan Daerah Tingkat 11
kota Mojokerto.
1. Pembagian Daerah
a. Wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 Kecamatan antar lain :
1) Keccamatan Jatircjo : 16 dcsa/kclurahan
2) Kccamatan Gondang : 18 desa/kelurahan
3) | Kccamatan Pacet : 20 desa/kclurahan
. 19 desa/kelurahan

4) Kccamatan Trawas

5) Kcecamatan Ngoro : 13 desa/kelurahan



6) Kecamatan Pungging

: 19 desa/kelurahan

7) Kccamatan Kutorcjo : 17 desa/kelurahan
8) Kccamatan Mojosari : 19 desa/kelurahan
9) Kecamatan Bangsal : 15 desa/kelurahan
10) Kecamatan Dlanggu : 16 desa/kelurahan
11) Kcecamatan Puri : 18 desa/kelurahan
12) Kecamatan Trowulan : 16 desa/kelurahan

13) Kecamatan Sooko
14) Kecamatan Gedeg

15) Kecamatan Kemlagi

. 15 desa/kelurahan
: 14 desa/keclurahan

: 20 desa/kelurahan

th

16) Kecamatan Jetis : 16 desa/kelurahan
17) Kecamatan Dawarblandong : 18 desa/kelurahan
18) Mojoanyar : 12 desa/kelurahan

b. Wilayah Kecamatan Kota Mojokerto terdiri dari Desa dan Kelurahan
sebagaiberikiuu
1) Kecamatan Prajuritkulon : 8 desa’kelurahan
2) Kecamatan Magersari : 10 desa/kelurahan
2. Letak Geografis
a. Secara Geografis
Letak geografis ini meliputi (alam : laut , sclat samudra, sungai) atau

administratif (kcwilayahan : Kabupaten/Kota Mojokerto) berbatasan

scbagai berikut :
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Kota :

1) Scbelah Barat berbatasan dengan Kee. Sooko. Kab. Mojokerto

2) Scbelah Utara berbatasan dengan Kec. Gedeg, Kec. Jetis, Kab.
Mojokerto

3) Scbelah Timur berbatasan dengan Kec. Puri Kab. Mojokerto

4) Scbelah Selatan berbatasan dengan Kec. Sooko Kab. Mojokerto

b. Secara Astronomi

Letak astronomi Kota
112° 28’ Bujur Timur 112 39’ Bujur Timur
7° 33’ Lintang Sclatan 7" 17’ - 70 45’ Lintang Selatan

C. Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Dalam Menyelesaikan Perkara Isbat

Nikah No. 1191/Pdt.G/2003
Dalam meclaksanakan isbat nikah Pengadilan Agama Mojokerto tidak
teriepas dari suatu pcrmohonan atau gugatan dan dalam pclaksanaannya harus
datang di Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan atau gugatan isbat
nikah dengan mengemukakan maksud dan tujuan dengan mengemukakan alasan-

alasan.
1. Tahap Pengajuan perkara atas isbat nikah.

Suami istri dalam mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan

Agama Mojokerto tidak terlepas dari salah satu pcrmohonan scbagai berikut:
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Permohonan dari mercka yang dapat membaca dan menulis. pcrmohonan ini

harus ditandatangani olch pcmohon.

Permohonan dari mercka yang buta huruf, permohonan ini harus dibubuhi cap

jempol dari pemohon.

Dalam mengajukan permohonan isbat nikah, para pemohon terlebih
dahulu harus mendapatkan surat identitas diri. Surat keterangan ini berasal
dari surat keterangan dari kcpala desa dan surat keterangan dari KUA
setempat, permohonan yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh pemohon
diajukan ke panitera Pengadilan Agama sc tempat.

Daiam melaksanakan isbat nikah tidak terlepas dari pengajuan di
Pengadilan Agama Mojokerto dengan perkara No. 1191/Pdt.GG/ 2003 antara
Mahfulloh bin Arsono sebagai pemohon I, Ana Anekawati binti H. Sutoyo
scbagai pemohon 1I dengan Latifah binti Latif scbagai tcrmohon, dengan
duduk perkara sebagai berikut :

a. Bahwa pemohon I adalah suami istri sah dengan termohon yang telah
nikah pada tanggal 09 September 1983 di kantor urusan agama
Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto dengan kutipan akta nikah
Nomor : 278/1/1983

b. Bahwa perkawinan antara pcmohon I dengan tcrmohon patut dan
dikaruniai anak 3 orang masing-masing 1. Mifathul Ulum, umur 19

tahun, 2. Muhibul Jamil, umur 17 tahun, 3. Ainun Jariyah, umur ¥ tahun.
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Bahwa pemohon | dengan termohon hingga saat ini masih dalam
kcadaan harmonis dan rukun bahagia.
Bahwa pada tanggal 15 Scptember tahun 1996 pcmohon 1 atas ijin dari
termohon, Pemohon I telah melakukan Kawin sirri (di bawah tangan)
dengan Pemohon II di Nganjuk dengan wali nikah ayah kandungnya
sendiri Said Suba’i dengan mas kawin berupa uang Rp. 20.000 (dua
puluh ribu rupiah) dan dihadirkan dengan dua orang saksi bernama : H.
Sutoyo dan Handoko.
Bahwa perkawinan antara Pcmohon | dengan Pemohon II tclah
dikaruniai seorang anak bernama Lungky, umur 3 tahun.
Bahwa demi kepastian hukum Pemohon 1 dengan Pemohon II ingin
memperoleh akta nikah yang sah menurut undang-undang.
Bahwa pemohon [ dan pemohon II sangat membutuhkan Akta Kelahiran
atas perkawinan mercka berdua yang bernama Lungky.
Bahwa pemohon Podan pemohon® il‘merasa’ kasilian kepada anak hasil
perkawinan mereka jika tidak punya Akta Kelahiran scbagai syarat
memasuki bangku sekolah.

Pelaksanaan isbat tersebut juga memuat petitum primer antar lain :
Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon 11
Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mahfulloh bin Arsono)
dan Pcmohon II (Ana Anckawati binti H. Sutoyo) sebagai istri kedua

menurut hukum perkawinan.
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¢ Memerintahkan kcpada pegawai pencatal nikah pada kantor urusan
agama kecamatan Sawahan Kabupaten N ganjuk untuk mencatatnya.

Scdangkan subsidernya adalah mohon putusan yang scadil-adilnya
menurut hukum dengan menimbangkan bahwa pada hari yang tclah
ditentukan permohonan dibacakan para pemohon tetap memperiahankan
isinya dan juga dapat ditambahkan keterangan bahwa permohonan isbat
nikah ini scmata-mata agar anak dan istri saya bernama Ana Anckawati ini
mempunyai kepastian hukum yang jelas.

. Pemeriksaan isbat nikah

Sctelah pengajuan tersebut diterima, maka proses pcrsidanganpun
akan dilaksanakan dengan diterimanya berkas perkara yang kemudian
dipelajari oleh maijlis hakim dan para hakim anggota dan kemudian majlis
hakim menetapkan hari, tanggal, dan jam persidangan. Setelah ditctapkannya
persidangan juru sita memanggil para pihak untuk datang menghadap pada
hari, tanggal, dan jam yang teclah ditentukan sebagaimana tcrcantum dalam
penctapan hari sidang (PHS).

Pcmeriksaan perkara dalam persidangan dimulai terlebih dahulu
hakim akan menanyakan identitas para pihak tentang nama, umur, pekcrjaan,
tempat tinggal dan scbagainya. Pemcriksaan persidangan di Pengadilan
Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No.

1191/Pdt.(3/2003 terdiri dari ketua Majlis Drs. H. M. Nadjib, hakim anggota
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H. Mahmud, S.Ag. dan Hj. Sti Astuty, SH. dengan panitcra pengganti Drs.
H. Ahmad Thoha , SH. diputuskan pada hari Scnin tanggal 12 Januari 2004.
Pembuktian isbat nikah

Pada tahap ini. kepada pemohon isbat nikah diberikan kesempatan
untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi atau wali. Pemohon bebas
mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan perkaranya,
sedangkan hakim memperhatikan semua peristiwa yang dikemukakan
pemohon untuk mendapatkan kepastian bahwa peristiwa-peristiwa benar-
benar terjadi dan hakim meminta kepada pemohon untuk memberikan
keterangan disertai dengan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara
tersebut.

Dari setiap perkara yang harus dibuktikan adalah kebenaran
pernikahannya dalam hal ini kebenaran yang dicari adalah kebenaran yang
bersifat formil berarti harus mengetahui data-data bukti yang sah sesuai
dengan hukum syar’i. Perkara perdata No. 1191/pdt.G/2003 atas surat
peryataan dari Majlis Hakim, pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

- Surat ketcrangan penduduk atas nama pemohon dari Kepala Desa
- Kartutanda penduduk

- Kartu keluarga dari camat

- Surat pernyataan tidak keberatan dari istri pertama

- Surat pernyataan tidak keberatan dari anak kandung tcrmohon
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- Foto copy akta nikah dengan istri pertama No. 278/1/33 tertanggal 09
Scptember 1983.

Apabila semua bukti tclah diungkapkan dan sesuai dengan hukum
syar’i, maka hakim berwenang memeriksa dan menyatakan bukti peristiwa
terscbut. Apabila bukti (saksi, wali nikah) dinilai cukup memberikan
kepastian tentang peristiwa tersebut, maka bukti itu dinilai scbagai bukti
yang lengkap dan sempurna.

Penctapan isbat nikah

Pcngesahan nikah oleh Pengadilan Agama Mojokerto adalah sclaras
dan scjalan dengan hukum Isiam hal ini mengingat dan mcnimbang dari
pengakuan pemohon, beberapa bukti dan keterangan dari beberapa saksi,
yang berdasarkan dari dalil yang ada yang kesemuanya dianggap benar
adanya.

Yang paling penting adalah kcbenaran dengan berlangsungnya
perkawinan yang dilakukan oleh pemohon hingga diajukannya isbat nikah di
Pengadilan Agama Mojokerto, yang mana telah memenuhi syarat dan rukun -
perkawinan. Hubungan antara pemohon dengan saksi yang dinikahi sccara
sirri ini tidak termasuk orang yang terlarang dalam Al-Qur’an atau Assunnah
dengan kata lain tidak ada hubungan mahram baik yang bersifat scmentara
maupun sclamanya, setclah melakukan pemeriksaan dan pecmbuktian, maka

hakim mengadili dan menctapkan perkara scbagai berikut -
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a. Mengabulkan permohonan pemohon.

b. Mcnyatakan sah perkawinan antar Pcmohon I (Mahfulloh bin Arsono)
dengan Pcmohon 1I (Ana Anckawati binti H. Sutoyo) yang
dilangsungkan di Nganjuk.

c. Memerintahkan lewat pemohon untuk mencatatkan perkawinannya
kepada pcgawai pencatat perkawinan kecamatan Nganjuk

Demikian penetapan Pengadilan Agama Mojokerto di jatuhkan pada
hari Senin tanggal 12 Januari 2004 dengan Hakim Ketua Drs. H. Muhammad

Nadjib, SH dan dibantu dengan Panitera pengganti Drs. H. Ahmad Thoha,

SH. Kemudian panitera Pengadilan Agama Mojokerto berkewajiban untuk

mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum dari

PPN/KUA setempat.



BAB IV
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
MOJOKERTQ TENTANG ISBAT NIKAHDAN IMPLIKASINY A

A. Analisis tentang Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Mengabulkan
Permohonan Isbat Niksh Sementara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan Dasarnya Tidak Mengatur Perkara yang
Dimaksud
1. Tahap Pengajuan Isbat Nikah

Permohonan atau gugatan yang telah dibuat secara tertulis telah
sesuai dengan pasal 118 HIR yang menyatakan bahwa gugatan harus
dilakukan dengan surat gugatan dan harus ditandatangani penggugat atau
kuasa hukum atau hakim bila bﬁta huruf. bentuk dan surat isi permohonan
atau gugatan sccara garis besar terdiri dari tiga komponen yaitu identitas
pihak-pihak, posita dan bagian petita.’

Untuk mcmudahkan para pemohon, Pengadilan Agama Mojokerto
tclah menyiapkan blanko permohonan bagi mercka yang bermaksud untuk
mengajukannya, hal ini digunakan semata-mata untuk mempercepat proses
pengadilan yang berdasarkan azaz cepat, sedcrhana dan biaya ringan.
Scsuai itu tclah scsuai dengan pasal 119 HIR yang menyatakan hakim
dapat membantu permohonan atau penggugat dalam hal pengajuan

pcrmohonan atau gugatan.

' Rasyid, Raihan A. “/lukum Acara Peradilan Agama”, h. 30
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Dalam mengajukan permohonan isbat nikah, para pecmohon terlebih
dahulu harus mendapat surat identitas diri, surat ketcrangan berasal dari
kepala desa dan surat keterangan dari KUA yang bersangkutan. Hal ini
scsuai dengan instruksi bersama kepala kantor wilayah DEPAG No. Wm.
02.01/Pw.01.1/3352/1998 dan termasuk syarat perlengkapan umum
meliputi surat permohonan, surat ketcrangan penduduk dan biaya perkara.
Apabila tiga hal terscbut tclah terpenuhi maka pengadilan tidak bolch
menolak perkara kecuali penolakan yang didasarkan pada undang-undang.
Berdasarkan pasal 14 undang-undang No. 14 tahun 1970, pengadilan tidak
boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang
dijadikan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,
mclainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.

Sclain itu didasarkan pula hukum sccara Islam seperti surat yang

diinstruksikan kepada Umar kepada para hakim Sebagai berikut :

L

MPETT IR B PRSP N PR N
dnde Aty aSOee A 3 Uil OB

Artinya : “Menyelcsaikan suatu perkara adalah wajib hukumnya yang
dikokohkan dan sunnah yang diikuti” 2

Permohonan pcngesahan nikah yang diajukan harus kepada
Pcngadilan yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama

Mojokerto. Apabila prosedur ini dilanggar maka pihak pengadilan

? Sayid Sabiq, terj. Muddzakkir A'S, Juz X1V, “Figih Sunnah ™, h. 29
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mengambil keputusan yang menyatakan Pengadilan Agama Mojokerto
tidak berwenang mcmcriksa dan memutuskan perkara terscbut.
Tahap Pemeriksaan Isbat Nikah

Berdasarkan pasal 55 UU No. 7 tahun 1989 bahwa tiap pcmeriksaan
perkara di Pengadilan Agama, dimulai sesudah diajukan permohonan atau .
gugatan, kemudian berdasarkan pcrmohonan atau gugatan pihak-pihak
yang berperkara dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan di sidang
pengadilan.

Dalam kitab Muhazzab Juz 111 hal 395 juga menycbutkan scbagai
berikut :

§ % 505 A g 105,

Artinya : “Hakim tidak boleh memutuskan perkara, kecuali atas pengaduan

orang yang menuntut (penggugat, sebab hukum merupakan
haknya)”?

Berdasarkan ketentuan di ‘atas maka hakim tidak diperkénankan
memperluas masalah yang tidak diajukan, karena kedudukan hakim hanya
scbab penetap kebenaran dan keadilan para pihak.

Ketua majelis hakim sctclah menerima berkas perkara tersebut
bersama-sama dengan hakim anggotanya mempclajari berkas perkara.
Kctua menctapkan hari sidang, tanggal dan jam bcrapa perkara itu akan

disidangkan scrta memerintahkan kepada para pihak agar dipanggil untuk

3 Ishaq, Syairozi Abu, “Al-Muhazzab™, h. 395



datang mcngha;lap pada hari. tanggal dan jam yang telah ditentukan itu.
Pclaksanaan ini scsuai dengan pasal 121 ayat | HIR kcpada para pihak
diberitahukan pula bahwa mercka dapat mempersiapkan saksi-saksi dan
bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan. Atas perintah hakim,
jurusita atau jurusita pengganti meclaksanakan pemanggilan kcpada para
pihak supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal dan jam scbagaimana
tercantum dalam penetapan hari sidang (PHS).

Panggilan harus dilaksanakan dengan patut, memanggil para pihak
dengan cara resmi dan patut merupakan kewajiban pengadilan kelalaian
dalam pcmanggilan kepada para pihak dapat berakibat batalnya
pemeriksaan dan putusan, meskipun para pihak tclah hadir dalam
persidangan.

Pemeriksaan perkara dalam persidangan tersebut terdiri dari tiga
orang hakim, scorang bertindak sebagai ketua dan lainnya sebagai hakim
anggota. Sidang majlis hakim yang memeriksa perkara itu dibantu oleh
scorang panitera dan scorang ditugaskan melakukan pckerjaan panitera
yang disebut panitera pcngganti.

Dalam perkara tersebut, harus hadir di persidangan adalah para
pemohon (suami istri) wali, saksi dan P3N. Bcerkas perkara Pengadilan
Agama harus berisikan :

a.  Surat permohonan para pcmohon



b. Penetapan majlis hakim
c. Pcnunjukan panitcra pcngganti
d. DPcnetapan hari sidang
e. Rclass panggilan
f  Berita acara persidangan
g. Bukti-bukti, surat-surat lainnya

Pemeriksaan pcrmohonan isbat nikah dilakukan terbuka untuk
umum, dan apabila pemeriksaan perkara beclum dapat diselesaikan maka
hakim dapat menunda sidang dan akan diteruskan dalam sidang berikutnya
itu tanpa ada panggilan lagi, karcna panggilan itu dianggap scbagai
panggilan resmi.
Tahap Pembuktian Isbat Nikah

Pengadilan Agama Mojokerto dalam memberikan putusan dan
penetapan perkara atas permohonan isbat nikah sclain berdasarkan pada
pemeriksaan terhadap para pihak yang bersangkutan juga berdasarkan pada
bukti-bukti yang diajukan oleh pcmohon di muka sidang Pengadilan. Olch
karena itu pembuktian di muka sidang pengadilan dalam perkara atas
permohonan isbat nikah adalah suatu kcharusan bagi scorang pemohon, hal

ini sesuai dengan hadits Rosul SAW :

i Je e iy gu\ S 4...5\
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Artinya : “Pembuktian menjadi kewajiban penggugat dan bersumpah
menjadi kewajiban orang yang mengingkari .

Bordasdrkan® hasil' penclitian terscbat diatas- dapeal dianibilcsuatu
pengertian bahwa jika scorang pemohon mengajukan permohonan isbat
nikah (pcngesahan Nikah) ke Pengadilan Agama Mojokcﬂo, maka
pemohon harus dapat membuktikan tentang keabsahan pernikahannya di
depan sidang pengadilan.

Surat-surat yang dibuktikan bahwa benar-benar terjadi pernikahan
antar kedua belah pihak itu harus mengandung ketentuan hukum yang
pasti. Pecmbuktian sclain melihat surat-surat tertulis juga melihat kesaksian
para saksi yang diajukan dalam perkara atas permohonan isbat nikah di
Pengadilan Agama Mojokerto.

Kehadiran saksi sebagai rukun nikah, menentukan persyaratan agar
nilai kesaksian berguna bagi sahnya akad nikah, pasal 25 KHI menyatakan
bahwa yang dapat ditunjuk scbagai saksi ialah laki-laki muslim, adil, akil
baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli.

Tahap Penetapan Isbat Nikah

Penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama Mojokerto adalah

sejalan dengan hukum Islam, hal ini setelah melewati proses pemeriksaan

dan pembuktian isbat nikah tclah benar-benar dilakukan dan telah terbukti
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bahwa pihak yang mengajukan penetapan isbat nikah itu benar-benar suami
istri yang sah.

Perkawinan antara pemohon I dan pemohon II sampai diajukannya
penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Mojokerto, harus memenuhi
rukun dan syarat perkawinan. Hubungan antar pecmohon 1 dan Pemohon 11
tidak termasuk orang yang terlarang olch Al-Qur’an dan Sunnah dengan
kata lain pemohon I dan Pemohon 11 tidak ada hubungan mahrom baik
bersifat scmentara maupun sclamanya.

Sctelah isbat nikah ditetapkan, maka panitera berkewajiban untuk
mengirimkan salinan penetapan yang tclah berkckuatan hukum kepada
KUA/PPN kecamatan setempat untuk diadakan pencatatan kembali dalam
buku pendaftaran nikah, pada kolom tcrakhir buku tersebut dituliskan
bahwa pencatatan ini didasarkan atas putusan Pengadilan Agama yang
bersangkutan, . dengan nomor dan tanggal putusannya kepada, pihak-pibak
yang bersangkutan diberikan kutipan buku pendafiaran (surat nikah)
scbagai bukti pernikahan.*

B. Analisis Implikasi Pengadilan Agama Mojokerto Mengabulkan Permohonan
Isbat Nikah No. 1191/Pdt.G/2003

Dalam syariat Islam pcrkawinan itu jika sudah mcmenuhi syarat dan

rukunnya maka perkawinan itu sudah sah, scdangkan dalam Undang-Undang

* Mukti Arto, “F'rakiek Perkara Perdata’, h. 309
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No. 1 Tahun 1974 (1) menyatakan bahwa perkawinan itu apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannysa, dan diteruskan
dalam pasal (2) yaitu perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yag
berlaku.

Bedasarkan pasal diatas dapat dipahami bahwa perkawinan itu harus
dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu serta harus pula dicatatakan di
Pengadilan Agama dimana ia bertempat tinggal.

Secara tegas sudah dijelaskan dalam bab 11, bahwa syarat pengajuan isbat
nikah itu harus sesuai dengan ketentuan pasal 7 (3) dalam Kompilasi Hukum
Islam dan isbat nikah yang dapat diajukan di Pengadilan Agama itu mengcnai

hal-hal sebagai berikut :

—

. Adannya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian

2. Hilangnya akta nikah

3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1
tahun 1974 dan

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mercka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Dalam pelaksanaan isbat nikah itu tidak terlepas dari tugas dan
wewenang Pengadilan Agama itu sendiri dan sangat terkait dengan kekuasaan

pengadilan yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum acara perdata yang
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menyangkut dua hal yaitu: kekuasaan rclatif dan kekuasaan absolut sekaligus
berkcnaan dengan pclaksanaan dimana permohonan atau gugatan itu
diajukan/dibuat.

Adapun dalam kasus perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Mojokerto
ini didasarkan atas keterangan pemohon, tergugat dan saksi-saksi. Hakim
Pengadailan Agama Mojokerto memutuskan perkara dengan mempertimbangkan
hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pcrkawinan antara pemohon I dan pemohon II dilakukan sccara sirri
atas persetujuan termohon pada tanggal 15 September 1996

2. Bahwa perkawinan antara pernohon I dengan Pemohor II telah dikaruniai
anak

3. Bahwa perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat
dan rukun perkawinan menurut pasal 14 sampai dengan 38 dalam Kompilasi
Hukum Islam.

4. Bahwa untuk kepentingan seorang anak yang akan masuk bangku sckolah

Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan majlis hakim menyatakan
bahwa permohonan isbat memenuhi kriteria sebagaimana yang terdapat dalam
Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf e.

Adapun alasan hukum lain yang mecnjadikan permohonan terscbut

dikabulkan, yaitu :

a. Tcrmohon tidak keberatan jika suaminya (tcrmohon [) nikah lagi
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b. Pemohon I dan Pemohon 11 sudah izin kepada Termohon

c. Antara pcmohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk kawin

d. Antara pemohon Il dan tcrmohon tidak ada tubungan darahbaik 'dckat ‘atau
jauh

Dalam mengadili dan memutuskan perkara, hakim selalu berusaha
mempertimbangkan scgala sesuatunya, khususnya alasan argument yang tclah
diajukan olch pihak-pihak yang berpcrkara yang kemudian majlis hakim akan
menganalisa dengan dasar hukum dan pertimbangan yang berlaku di lingkungan
peradilan.

Adapun faktor-faktor vang menjadi landasan para hakim dalam
menetlapkan suatu putusan dalam masalah isbat nikah di Pengadilan Agama
Mojokerto yaitu :

1 Untuk kepentingan hukum dalam perkawinan antara pemohon I dan
pemohon Il dengan keinginan memperoleh bukti yang autentik atau akta
nikah, juga untuk kepentingan harta bersama, pengasuhan anak, dan lain-lain.

2 Untuk kepentingan keturunannya, dalam hal semacam ini perlu adanya bukti
akta kelahiran untuk anak yang dilahirkannya sebagai syarat memasuki
sckolah dari perkawinan antar pemohon I dan pemohon I dan perkawinan

5
anak.

* Hasil Wawancara dengan hakim PA Mojokerto, hari Senin tanggal 8 November 2004
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Berdasarkan wawancara dengan para hakim, pada dasamya pengajuan
permohonan isbat nikah yang dilakukan di Pengadilan Mojokerto, dalam hal ini
pengajuan dapat diterima dan ditolak. Adapun alasan hakim dalam mcngabulkan
permohonan tersebut dengan melihat kemaslahatan umat (kepentingan/
kemaslahatan umum) semata-mata mengharapkan ridho Allah agar anak-anak
yang dilahirkan dari pcrkawinan sirri tersebut mempunyai kepastian hukum yang

jelas.



BABV
KESIMPULAN

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi dan didalamnya mencakup

kesimpulan dari hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan olch penulis

dengan berpijak pada teori yang ada, selain kesimpulan dilengkapi pula dengan

saran-saran dari penulis scbagai tambahan referensi ilmu pengetahuan oleh pembaca

dan semoga dapatl bermanfaat.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraian dalam pembahasan

skripsi ini, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1.

Karena perkawinan antara pemohon I dan termohon adalah suami istri yang
sah oleh sebab itu perkawinan sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan I
secara otomatis terhalang karena tidak bisa membuktikan dengan akta nikah
pada saat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama.

Implikasi hukum  dikabulkannya permohonan isbat nikah  No.
1191/Pdt.G/2003, bahwa perkawinan pemohon 1 dan II terjadi poligami
karena sebelum mengajukan isbat nikah maka pemohon 11 sudah sah menjadi
istri Pemohon I menurut Undang-Undang dan anak dapat mewarisi harta

orang tuanya.

70
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B. Saran-Saran

Dengan memahami hasil penelitian terscbut, ada beberapa masukan dari

penulis yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan olch masyarakat dan instansi

yang terkait dalam merealisasikan keinginan atau tugas yang sudah mecnjadi hak

dan kewajibannya, diantaranya:

1.

Hendaknya masyarakat Islam memperhatikan dan menyadari pentingnya akta
nikah untuk melindungi hak dan kewajibannya dalam perkawinan. Adanya
pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas
mendat_amgkan kemaslahatan bagi tegaknya rumah tangga yang sakinah.
Pengadilan Agama hcndaknya benar-benar dijadikan tempat  untuk
memperoleh keadilan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dalam
melaksanakan tugasnya Pengadilan Agama hendaknya memperhatikan
dengan teliti perkara yang diterima dan harus diselaraskan menurut hukum
yang berlaku.

Alhamdulillah, akhirnya dengan segala keterbatasan penulis bisa

menyelesaikan tugas akhir ini, dan kiranya demikian beberapa kesimpulan dan

saran yang dapat penulis sampaikan, walau demikian penulis berharap agar

skripsi ini bermanfaat meski hanya sckedar sumbangsih pemikiran bagi pihak-

pihak yang terkait atau sctidaknya scbagai kajian tcoritis terhadap kasus yang

terjadi di lapangan schingga dapat menambah khasanah kcilmuan khususnya

lentang isbat nikah.



